SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS. PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

Menimbang  :a. bahwa fungsi akuntansi yang baik mulai dari analisis
transaksi sampai dengan pelaporan Kkeuangan di
lingkungan = Pemerintah Kabupaten Badung
dibutuhkan  untuk  mewujudkan  pengelolaan
keuangan daerah yang baik untuk kesejahteraan
masyarakat;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022
tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu
diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Noemor 57 Tahun 2022 tentang
Ke hipkan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negam.
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);




3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 5234} sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 {entang Perubahan Kedua
Atas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia: Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang--Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta.
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm
Nomor 6856});

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinst” Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 teatang
Standar- Akuntansi Pemerintghan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
238 /PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem
Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntensi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013. Nomor 1425). sebagaimana. telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang: Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447); {




Menetapkan :

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Namor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781});

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
{(Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022
Nomor 57); ‘

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH.

Pasal 1l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57
Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2022 Nomor 57] diubaeh sebagai berikut:

1. Ketentuen ayat (6) dan ayat (7) Pasal 3 diubah,
sehingga. herbumnyi sehagai berilaitf-

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menerapkan  Kebijakan
Akuntansi berbasis akrual mengacu pada SAP
berbasis akrual.

(2) Kebijakan Akuntansi berbasis ak:rual

" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kebijakan Akuntansi pelaporan Keuangan
Daerah; dan
b. Kehijakan Akuntansi akun.




@

(4

(3)

()

(7)

Kebijakan Akuntansi pelaporan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a
memuat penjelasan atas unsur laporan Keuangan
Daerah yang berfungsi sebagai panduan dalam.
penyajian pelaporan Kenangan Daerah.

Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf b mengatur definisi,
Pengakuan, Pengukuran, penilaian danfatau
Pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai
dengan PSAP atas:

a. pemilihan metode Akuntansi atas Kebipkan
Akuntansi dalam SAP; dan

b. pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan
Akuntansi dalam SAP.

Kebijpkan  Akuntansi Pemerintah  Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi berbasis akrual

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Kebijakan Akuntansi pelaporan Keuangan
Daerah;

b. Kebijakan Akuntansi pendapatan;

¢ Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;

d. Kebipkan Akuntansi transfer;

e. Kebipkan Akuntansi pembiayaan;

f. Kebijakan Akuntansi kas. dan setara kas;

g. Kebijakan Akuntansi piutang;

h. Kebijakan Akuntansi persediaan;

i Kebipkan Akuntansi Investasi.

j. Kebijkan Akuntansi Aset tetap;.

k. Kebijakan Akuntansi dena cadangan;

L. Kebijpkan Akuntansi Aset lainnya;

m. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

n.. Kebijakan Akuntansi E kuitas

o. Kebijpkan Akuntansi Koreksi kesalahan;

p. Kchijolkan Akuntansi laporan  keouangan
konsolidasian;

g. Kebijakan Akuntansi peristiwa setelah tanggal
pelaporan; ]

r. Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa-Pemberi
Konsesi; dan .

s. Kehiiakan Akuntansi Properti Investasi.

Kebijakan Akuntansi terbasis  akru at

sebagaimana dimaksud pada wyat (6} dmn tum

dalam Lampiran 1 yang merupakan bagaf daak

terpisahkan dari Peraturan Bupatt ini.




2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatiini.

3. Ketentuan Lampiran III diubah schingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatiini.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada. tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

D1te’capkan di Mangupura
1ggad 16 Nopember 2023

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 16 Nopember 202:3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

- -

v
Anak Ag up Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008




